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Penelitian ini berfokus padaimplementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh Bank X. Disini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa
kepatuhan penerapan peraturan-peraturan mengenai TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X guna mencegah
dan memberantas TPPU. Peneliti berusaha mencari tahu hambatan-hambatan yang muncul dalam

mel aksanakan implementasi Undang-Undang tersebut serta strategi apa saja yang digunakan untuk
mengatas kendala tersebut.

Hasil penelitian menggambarkan adanya kepatuhan penerapan Undang-Undang pencegahan dan
pemberantasan TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan dalam
penerapan CDD, Penerapan program pelatihan berkelanjutan mengenai Anti-Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), Kepatuhan meratifikass UU No.8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kepatuhan penerapan Unit Kerja Khusus.

Penulis juga menemukan kendal a-kendala yang dihadapi oleh Bank X yakni kendalainternal dan kendala
eksternal. Kendala Internal yang dihadapi adalah Keterbatasan SDM tersebut terdapat pada Kantor Cabang
Bank X dimanatidak memiliki unit kerja khusus tetapi Independent Unit karyawan Bank yang merangkap
tugas dan perannya sebagai unit kerja khusus. Padahal, berdasarkan aturan PBI No. 14/27/PBI1/2012 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
mewajibkan setiap Bank memiliki unit kerja khusus dan memiliki:1) pegawai yang menjaankan fungsi unit
kerjakhusus; atau 2) pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT.

Selanjutnya, kendala eksternal yakni terbatasnya tenaga pengawas bank Indonesia., terbatasnya tenaga
pengawas PPATK, banyaknya jenis pelapor yang harus diawasi olenh PPATK meliputi 21 jenis Penyedia
Jasa Keuangan (PJK) dan 5 jenis Penyedia Barang/Jasa, treatment pengawasan yang disesuaikan dengan
kondis pelapor baik PIK maupun Penyedia Barang/Jasa. Ketiga, Kurangnya cooperative nasabah/calon
nasabah dalam memberikan informasi yang benar serta melengkapi sejumlah dokumen sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

...... This research focuses on the implementation of the ACT on the prevention and eradication of the crime
of money laundering (TPPU) implemented by the ?X? Bank . here, the author describes and analyzes the
compliance of implementing the rules about TPPU implemented by the ?X? Bank in order to prevent and
eradicate TPPU. Researchers are trying to figure out the obstacles that appear in the implementation of the
ACT and what are the strategies used to overcome these barriers.

Results of the study has described about the existence of compliance in the application of the prevention and
eradication ACT (TPPU) implemented by the ?X? Bank. This compliance includes the implementation of
CDD, implementation of sustainable training programmes on Anti-money laundering and Terrorism
Funding Prevention (APU/PPT), compliance to ratify the ACT of TPPU, compliance of application of
special work unit. The author also find some obstacle faced by the ?X? Bank that isinternal and external
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constraints.

The internal constraints that faced is the limited human resource at the branch office of the ?X? Bank which
is hasn?t special work unit but independent unit of Bank employee that work doubles at their task and role as
a specia work unit.

Furthermore, external constraint isthe limited supervisory labour of the main Bank og Indonesia (Bl),
limited supervisory labour of the Central reporting and analysis of financial transactions (PPATK). The
excessive number of reporters who must be supervised by the ppatk include 21 kinds of financial Service
Providers (PJK) and 5 types of goods/services providers. The last is obstacle from the customer that lack of
cooperative in providing true information as well as awillingness in case to complete a number of
documents in accordance with the valid regulation.



